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Terdakwa Tak Dapat
Hadirkan Ahli

PALL, MERCUSUAR - Saksi ahli yang akan diajukan
terdakwa Yuliansyah dabam sidang kasus dugaan korupsi
pengalihan (dum) aset pemerintah Sulteng yang tidak
prosedural, berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat nomor D
04, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, tidak
hadir, Kamis (30/8).

Sehingga majelis hakim Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN) Palu menunda lanjutan sidang
kasus tersebut hingga pekan depan. “Kami berikan
kesempatan pihak terdakwa menghadirkan saksi ahli
yang akan diajukan pada sidang berikutnya, Kamis (6/9)

" mendatang. Jika tidak sidang dilanjutkan agenda
berikutnya, mengingat wakty,” singkat ketua majelis
hakim, Erwan Munawar.

Penasehat hukum terdakwa, Hartawan Supu usai sidang
mengakui, saksi ahli yang akan diajukan pihaknya tidak
hadir. Ketidakhadiran saksi ahli ity, karena ada tugas dinas
yang tidak dapat dikesampingkan.

Hanya saja, ia enggan dikatakan bahwa ketidakhadiran
saksi ahli yang akan diajukan pihaknya, hingga sidang
tertunda. “Majelis hakim juga belum lengkap, salah
seorang anggotanya yakni pak Bayuaji tidak ada,” tuturnya.

Lanjut Hartawan, ada dua orang saksi ahli yang akan
diajukkan dabm sidang tersebut, yaitu saksi ahli pidana dan
saksi ahli administrasi negara. Namun ia belum bersedia
mengungkapkan identitas kedua saksi ahli it “Dua saksi ahli
ini diajukan, karena akan dilihat kasus ini dari sisi
administrasi negara dan sisi pidananya. Apakah
pembuktiannya kesakhan administrasi atau pidana,” jelsnya.

“Sidang berikut (Kamis, 6/9), kedua saksi ahli ini akan
hadir. Kedua saksi ahli ini merupakan saksi terakhir yang
diajukan terdakwa,” tutupnya menyambung,

Terpisah, JPU Alham menegaskan, pihaknya tetap pada
dakwaan, bahwa proses dum telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara. “Kakupun ada pelanggaran
administrasi negara dalam kasus ini, merupakan cara
melakukan tindak pidana korupsi,” singkatnya. acx.










